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Kasus
Bansos
KONI1

Tolok Ukur
Kinerja Polda

PONTIANAK—Penye-
lesaikan kasus dugaan tin-
dak pidana korupsi dana
Bansos KONI Kalbar diang-
gap merupakan tolak ukur
kinerja bagi Polda Kalbar.
Kasus tersebut sudah terlalu
lama berjalan namun be-
lum kunjung tuntas, meski

baru-baru ini pihak terkait
berhasil menyeret beberapa
tersangka.

“Saya yakin masih ada ter-
sangka lain. Barometer ke-
berhasilan Polda Kalbr diukur
apabila kasus bansos tuntas.
Kasus Bansos sudah ada ter-
sangkanya. Bahkan hasil audit
telah jelas mengungkapkan
indikasi kerugian negara.

*W-‘keigaman 15 kolom 1
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